
 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR  8 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan 

keanekaragaman hayati perlu diselenggarakan 
peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri 
maupun terintregasi dengan budi daya tanaman 
pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan; 

b. bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah 
Provinsi Jawa Tengah yang berupa sumber daya hewan 
dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 

c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan 
Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai 
kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan 
kesehatan hewan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 
Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa 
Tengah; 

 
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

PembentukanProvinsi Jawa Tengah (Himpunan 
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-
92); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 3495); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5279); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang 
Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3509); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4002);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang 
Sumber Daya Genetik Hewan Dan Pembibitan Ternak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5260); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang 
Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5296); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan 
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5356); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 

16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pengendaliaan Zoonosis; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);  

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 
dan 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI 
JAWA TENGAH. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur  dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan.  
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peternakan dan 
kesehatan hewan.  

7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan.  

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 
adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan Dan 
Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. 

9. Pejabat yang ditunjuk Gubernur yang selanjutnya disebut Pejabat 
adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan 
kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

10. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan 
pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan hewan 
yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, peternakan, 
kesehatan hewan, kesehatan  masyarakat veteriner dan 
kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, 
pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan 
kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian 
dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan. 

11. Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak. 

12. Pengawas Mutu Pakan adalah adalah pegawai negeri sipil yang diberi 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan 

13. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan 
yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, 
penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem. 

14. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga 
mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang 
mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama 
Islam. 



15. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan 
pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka 
mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. 

16. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber 
daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin 
peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, 
pemasaran, dan pengusahaannya. 

17. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan 
perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, 
pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan 
penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan 
peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.  

18. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari 
siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang 
dipelihara maupun yang di habitatnya.  

19. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian 
atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.  

20. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan 
sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil 
ikutannya yang terkait dengan pertanian.  

21. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan 
mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk 
mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.  

22. Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia 
yang memiliki lambung ganda. 

23. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan 
termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, 
dan belibis.  

24. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan 
reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur 
tertunas, dan embrio. 

25. Sumber Daya Genetik hewan yang selanjutnya disingkat SDG hewan 
adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau 
material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi 
sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun 
potensial, yang dapat dipegunakan untuk menciptakan rumpun atau 
galur baru. 

26. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang 
mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi 
persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.  

27. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan 
bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna 
tujuan produksi. 

28. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang 
masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan 
konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi 
pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.  

29. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang 
dapat diolah lebih lanjut.  


